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Abstrak
 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aset korporasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pencucian uang adalah kejahatan serius yang merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan.

Dalam upaya pemberantasannya, peran penyidik dan PPATK sangat penting. Penelitian ini menggunakan

metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis regulasi mengenai kewenangan

penyidik dan PPATK serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik dan

PPATK memiliki kewenangan luas dalam menelusuri dan menganalisis aset korporasi yang diduga terlibat

dalam pencucian uang. Penyidik berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan aset, dan

pemblokiran rekening. Di sisi lain, PPATK bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan

informasi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi antara keduanya sangat diperlukan untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penelusuran aset

korporasi, seperti keterbatasan akses informasi dan kerjasama internasional. Kesimpulan penelitian ini

menyatakan bahwa optimalisasi kewenangan penyidik dan PPATK serta peningkatan koordinasi antar

lembaga terkait dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik dan PPATK, pembaruan regulasi yang

mendukung kerjasama internasional, dan penguatan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan

tugas penyidik dan PPATK.

......This paper aims to examine the authority of investigators and the Financial Transaction Reports and

Analysis Center (PPATK) in tracing corporate assets related to money laundering in Indonesia. Money

laundering is a serious crime that damages economic stability and the integrity of the financial system. In the

effort to eradicate it, the role of investigators and PPATK is very important. This research uses a normative

juridical method with a descriptive approach to analyze regulations regarding the authority of investigators

and PPATK and their application in practice. The results show that investigators and PPATK have broad

authority in tracing and analyzing corporate assets suspected of being involved in money laundering.

Investigators are authorized to conduct investigations, investigations, asset seizures, and account blocking.

On the other hand, PPATK is tasked with collecting, analyzing, and disseminating suspicious financial

information. Collaboration between the two is necessary to improve the effectiveness of law enforcement.

This research also identifies obstacles in tracing corporate assets, such as limited access to information and

international cooperation. The conclusion of this study states that optimizing the authority of investigators

and PPATK and increasing coordination between related institutions can strengthen law enforcement efforts

against money laundering crimes. Recommendations include increasing the capacity of investigators and

PPATK, updating regulations that support international cooperation, and strengthening monitoring and
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evaluation mechanisms for the implementation of the duties of investigators and PPATK.


